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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 25 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

.a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 13
ayat (3), Pasal 14, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 34, Pasal 35,
Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41,
Pasal 43, dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Perhubungan;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor PER-687/K/D4/2012 tentang
Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Instansi Pemerintah;

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan

Instansi Pemerintah;
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10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor PER-689/K/D4/2012  tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Penyelenggaraan Kegiatan

Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah bagi Fasilitator (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1300);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir, dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat
SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
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melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya
disebut SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pedoman Penyelenggaraan SPIP adalah acuan dalam
membantu unit kerja dalam melaksanakan seluruh siklus
penyelenggaraan SPIP yang meliputi analisis tujuan,
perumusan lingkungan pengendalian yang diharapkan,
identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi pengendalian
terpasang, serta penyusunan rencana tindak
pengendalian yang berisikan rencana revisi kebijakan dan
prosedur, pengomunikasian revisi pengendalian, dan
monitoring evaluasi hasil revisi pengendalian.

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP adalah
bimbingan dan konsultasi oleh fasilitator dalam
melaksanakan seluruh siklus penyelenggaraan SPIP yang
meliputi  analisis tujuan, perumusan lingkungan
pengendalian yang diharapkan, identifikasi risiko, analisis
risiko, evaluasi pengendalian yang ada, serta penyusunan
rencana tindak pengendalian yang berisikan rencana
revisi kebijakan dan prosedur, pengkomunikasian revisi
pengendalian, dan monitoring evaluasi hasil revisi
pengendalian.

Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan
adalah penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.
Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut
Kementerian adalah unit kerja yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang transportasi.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Sekretaris  Jenderal adalah  Sekretaris  Jenderal

Kementerian Perhubungan.
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Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan.

Unit Kerja Mandiri adalah Unit Kerja Pelaksana Teknis
tingkat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V yang
mengelola APBN dalam rangka melaksanakan tugas pokok

dan fungsi Kementerian Perhubungan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Tujuan Tata Cara Penyelenggaraan SPIP yaitu untuk
memberikan pedoman bagi Unit Kerja di lingkungan
Kementerian dalam melaksanakan penyelenggaraan SPIP
dalam hal:
a. menjamin mutu pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
b. menjaga konsistensi dalam melaksanakan langkah-
langkah penyelenggaraan SPIP; dan
c. mencapai hasil kerja yang sesuai dengan kualitas yang
diharapkan.
Ruang lingkup penyelenggaraan SPIP mencakup langkah-
langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan
penilaian efektivitas lingkungan pengendalian, identifikasi
risiko, analisa risiko, merancang rencana perbaikan
kegiatan pengendalian, rencana perbaikan informasi dan

komunikasi serta rencana perbaikan pemantauannya.

BAB III
KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 3
Menteri berwenang dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan pengendalian intern atas kegiatan pada
Kementerian untuk mencapai peningkatan kinerja,
pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel.



